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Abstrak. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan belum 

dapat dilaksanakan sepenuhnya karena hingga kini masih banyak anak jalanan yang kesulitan mendapatkan 
pelayanan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan. Padahal Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan belum dapat terpenuhi seluruhnya karena 

hingga kini masih banyak kendala yang harus dihadapi anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan, seperti sering mendapatkan penolakan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sulit mendapatkan 

jaminan kesehatan dan sulit mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. 

Kata kunci: perlindungan hukum, anak jalanan, pelayanan kesehatan, perlindungan anak. 

 

A. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan 

dipelihara dengan baik. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak-hak 

tersebut diantaranya hak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk 

kewarganegaraan, hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk menikmati norma 

kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan, hak untuk 

memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, hak atas 

pendidikan dan sebagainya. 

Seluruh anak di dunia, khususnya di Indonesia, seharusnya dapat tumbuh 

kembang dengan baik karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi, 

namun pada kenyataannya masih banyak jumlah anak Indonesia yang mengalami 

permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang cukup kompleks ini sering 

kali ditujukan pada anak yang tidak diurus dan dipelihara baik oleh keluarganya 

seperti anak jalanan. 

Kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan menjadi salah satu 

penyebab turunnya anak ke jalanan. Hal tersebut mengakibatkan orang tua tak mampu 

lagi memelihara anaknya dengan baik.
1
 Diterlantarkannya anak tanpa asuhan, 

bimbingan maupun pengawasan dari orang tua membuatnya harus dapat hidup 

mandiri. Padahal perlu diketahui bahwasanya anak adalah harapan masa depan yang 

akan menggantikan orang tua, menjadi pemimpin dimasyarakat baik dalam unit 

terkecil seperti keluarga maupun dalam unit terbesar seperti negara/bangsa.
2
 Anak 

                                                             
1Bismar Siregar dkk, Hukum dan Hak-Hak Anak, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 14. 
2Almisar Hamid, “Perlindungan Sosial Anak dan Masalahnya”, 

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16, diunduh pada 

tanggal 16 oktober 2015 pukul 01.48.  

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
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adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Bukan hanya anak 

yang memiliki keluarga utuh, melainkan juga anak jalanan. 

Menurut Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan : 

“Setiap orang berhak atas kesehatan” 

Maksud pasal tersebut yaitu, anak juga memiliki hak atas kesehatan yang 

merupakan unsur pertama kesejahteraan manusia. Kesehatan juga sangatlah penting 

sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, disamping pendidikan 

dan pendapatan. Kini banyak anak jalanan yang menderita penyakit tanpa ada yang 

merawat dan mendeteksi penyakit apa yang dideritanya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik dari segi fasilitas pelayanan 

kesehatan, tenaga kesehatan, maupun jumlah anak jalanan dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan sendiri, Pemerintah membuat program jaminan kesehatan yang 

bekerjasama dengan masyarakat sebagai bentuk perhatian dan perlindungan hukum di 

bidang kesehatan bagi anak jalanan, diantaranya Program Kesejahteraan Sosial Anak 

dan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS. Hal ini sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 20 angka (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional dan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan 

sosial. 

Walaupun adanya pembentukan program-program tersebut, permasalahan-

permasalahan mengenai hak anak jalanan atas pelayanan kesehatan masih sering 

terjadi.Oleh karena itu, permasalahan mengenai hakatas pelayanan kesehatan bagi 

anak jalanan itu harus dicari solusinya karena pelayanan kesehatan yang baik 

merupakan salah satu faktor penting terpenuhinya pemenuhan hak anak untuk tumbuh 

dan berkembang secara sehat.Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan perluasan 

pelayanan kesehatan khususnya pelayan kesehatan bagi anak jalanan, diperlukan 

pembangunan kesehatan secara menyeluruh, merata, dan terpadu.Pembangunan 

tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat dan lebih diarahkan 

pada upayanya maupun peningkatan kemampuan sumber daya yang harus 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan kesinambungan.
3
 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu : 

1. Mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Mengetahui dan memahamipemenuhan hak atas pelayanan kesehatan anak 

jalanan dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

B. Landasan Teori 

1. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 

2. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan 

                                                             
3 HM. Ubaidah Dahlan, Laporan Akhir Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Pelayanan 

Jasa di Bidang Kesehatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000, Hlm. 1. 
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berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” 

3. UUD 1945, yaitu Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan: 

4. “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.” 

5. Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan : 

6. “Setiap orang berhak atas kesehatan” 

7. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: 

8. “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak.” 

9. Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan: 

10. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Contoh kasus 

Pada tahun 2010 misalnya, saat Annisa dan teman-temannya yang tergabung 

dalam komunitas Punk pergi ke Yogyakarta untuk mengais rezeki menjadi pengamen. 

Terjadi kecelakaan antara pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi 

dengan temannya Annisa yang bernama Febi. Akibat kecelakaan tersebut, kepala Febi 

bocor akibat terbentur trotoar. Febi pun langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di 

Yogyakarta. Namun sayangnya, Febi ditolak oleh rumah sakit tersebut karena tidak 

memiliki biaya ataupun tidak memiliki jaminan kesehatan.
4
 

Dua dari tiga bersaudara penderita HIV/AIDS yang berinisial LTP (12) dan 

NSR (4), warga RW 09 RT 05 Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, 

terpaksa di rawat dirumah karena batal mendapatkan perawatan di rumah sakit. 

Sebelum membawa kedua anak tersebut ke rumah sakit, warga sekitar membawa LTP 

dan NSR ke Puskesmas Tambora untuk mendapatkan surat rujukan. Setelah 

mendapatkan surat rujukan, kedua anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Tarakan 

namun ditolak dengan alasan ruang perawatan yang penuh. Lalu LTP dan NSR yang 

hanya tinggal bersama neneknya ini, kembali dibawa warga ke Rumah Sakit 

Cengkareng.Namun, ditolak lagi dengan alasan tidak memiliki kartu sehat dari BPJS.
5
 

Acil (18) yang sudah menjalani hidup sebagai pengamen selama 6 tahun ini 

mengaku tidak memiliki jaminan kesehatan, padahal ia tinggal bersama orang tuanya. 

Namun keluarga Acil tidak terdaftar sebagai warga miskin yang mendapatkan jaminan 

kesehatan. Apabila jatuh sakit Acil pergi ke Puskesmas dengan biaya sendiri, tidak 

jarang pula Acil memilih untukistirahat di rumah dibandungkan pergi ke Puskesmas 

atau rumah sakit mengingat biaya yang harus dikeluarkan yang tidak ditanggung oleh 

Pemerintah.
6
 

 

Analisis 

Fenomena keberadaan anak jalanan yang menyebar di jalanan kota-kota besar 

di Indonesia cukup memprihatinkan. Semakin hari jumlahnya terus meningkat. 

                                                             
4Wawancara di Perempatan Moh.Toha-Soetta, Bandung pada tanggal 4 Desember 2015. 
5Halmein, “Tanpa BPJS Anak-anak Penderita HIV/AIDS Ditolak Rumah Sakit”, 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/11/tanpa-bpjs-anak-anak-penderita-hivaids-ditolak-

rumah-sakit, diunduh pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.37. 
6Wawancara di Terminal Leuwi Panjang, Bandung pada tanggal 5 Desember 2015. 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/11/tanpa-bpjs-anak-anak-penderita-hivaids-ditolak-rumah-sakit
http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/11/tanpa-bpjs-anak-anak-penderita-hivaids-ditolak-rumah-sakit
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Banyak anak jalanan yang mengabaikan kesehatannya, padahal kesehatan merupakan 

salah satu hak dasar setiap individu yang harus dilindungi dan didapatkan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 

terhadap anak, termasuk anak jalanan, yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat 

hak-hak anak, termasuk hak anak jalanan, salah satunya yaitu hak atas pelayanan 

kesehatan. Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, termasuk anak 

jalanan. 

Bagi anak jalanan yang sulit mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia 

karena tidak mampu membiayai pengobatan dan perawatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan.Konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 dan 

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan 

untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta tidak 

mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah. Hal tersebut juga 

diperkuat dengan adanya Pasal 44 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 

Adanya pembiayaan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah ini dapat ditemui 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas 

pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan sosial nasional bagi upaya 

kesehatan perorangan. 

Anak jalanan yang tidak mampu membayar biaya pengobatan atau perawatan 

fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengakses BPJS Kesehatan dengan menjadi 

peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS kesehatan.
7
Setiap iuran Peserta PBI BPJS 

Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 

19 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Maka dari itu, adanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan diperlukan untuk memberikan kepastian anak jalanan dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut 

belum dapat berjalan secara efektif, sehingga masih ada anak jalanan yang sulit 

mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Walaupun ada anak jalanan yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan berarti anak jalanan mendapatkan pelayan 

kesehatan yang optimal karena masih banyak anak jalanan yang mendapatkan perilaku 

diskriminatif dari tenaga kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit. Padahal dalam 

Pasal 5 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap 

orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di 

                                                             
7Wawancara dengan Pengelola Program Kesehatan Anak Jalanan di Dinas Kesehatan Kota 

Bandung pada tanggal 1 Desember 2015. 
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bidang kesehatan. 

adanya kendala-kendala yang dihadapi anak jalanan dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan seperti sulit mendapatkan jaminan kesehatan, kurangnya sarana 

dan prasarana yang memadai, kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di tiap 

daerah di Indonesia  menjadi alasan mengapa belum terpenuhinya hak atas pelayanan 

kesehatan bagi anak jalanan. 

D. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena hingga kini masih 

banyak anak jalanan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, 

termasuk jaminan kesehatan. Padahal Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. 

2. Hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan belum dapat terpenuhi 

seluruhnya karena hingga kini masih banyak kendala yang harus dihadapi anak 

jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti sering mendapatkan 

penolakan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sulit mendapatkan jaminan 

kesehatan dan sulit mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 

yang memadai. 
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